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1. Sekilas Mengenai Subsidi Energi di Indonesia
Sebagaimana dilakukan di berbagai negara, selama puluhan tahun pemerintah Indonesia
menerapkan kebijakan subsidi untuk mencapai sejumlah sasaran sosial dan ekonomi.Kebijakan ini
kerap ditujukan untuk penghapusan kemiskinan, pembangunan infrastruktur, serta
pengembangan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Namun seiring semakin tingginya kebutuhan
lain yang harus diurus oleh pemerintah, alokasi sumber daya keuangan publik menjadi salah satu
tugas pemerintah yang paling penting dan sulit.

Masyarakat memiliki kepentingan terhadap kebijakan-kebijakan subsidi. Sayangnya, masih sedikit
perdebatan publik yang dilakukan mengenai hal-hal apa saja yang dapat disubsidi. Selain itu,
informasi mengenai biaya subsidi dan siapa yang diuntungkan oleh kebijakan seperti ini juga
sangat minim. Ini sebagian terkait dengan isu transparansi: dalam banyak kasus, subsidi dilakukan
secara tersembunyi dan amat sulit untuk dilacak. Di sisi lain, permasalahan mengenai minimnya
wacana subsidi di publik juga dikarenakan kesibukan masyarakat untuk mencari nafkah dan
memenuhi kebutuhan keluarga mereka, sehingga tidak memiliki cukup waktu untuk mengawasi
setiap kegiatan pemerintah.

Bagaimanapun, jika subsidi memang dapat menghasilkan manfaat riil, maka penting sekali bagi
masyarakat untuk melakukan pengawasan secara efektif terhadap pengeluaran pemerintah –
suatu tugas yang terutama menjadi tanggung jawab kelompok-kelompok masyarakat sipil dan
jurnalis, yang menjadi sasaran utama panduan ini.

Pada halaman-halaman selanjutnya, panduan ini akan menjabarkan informasi terbaik yang dapat
dikumpulkan terkait biaya dan manfaat penerapan subsidi energi. Lalu, kenapa memberikan
perhatian terhadap subsidi energi? Pertama, subsidi bahan bakar dan listrik didukung oleh
sejumlah besar masyarakat Indonesia. Pemerintah sendiri bahkan menghabiskan lebih banyak
dana untuk subsidi bahan bakar dibandingkan dengan pengeluaran untuk pembangunan
infrastruktur publik (lihat Kotak 1). Kedua, subsidi-subsidi ini memiliki dampak besar pada
kesetaraan sosial, pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan, yang juga merupakan tiga
pilar utama pembangunan berkelanjutan.

Bagian pertama dari panduan ini mengulas bagaimana cara berbagai jenis enegi disubsidi di
Indonesia. Bagian kedua membahas mengenai implikasi subsidi-subsidi tersebut terhadap
berbagai aspek pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Bagian ketiga membahas
mengenai proses reformasi subsidi energi, menjelaskan upaya yang telah dilakukan Indonesia di
masa lalu, serta menjabarkan pelajaran yang bisa dipetik dari pengalaman negara-negara lain. 



PANDUAN MASYARAKAT TENTANG SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA 5

BAGIAN SATU | SEKILAS MENGENAI SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA

Apakah Anda tahu bahwa dana yang dikeluarkan pemerintah untuk
subsidi energi sama besarnya dengan total seluruh pengeluaran
pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial?

Hingga 2010, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana lebih besar untuk subsidi energi daripada
jumlah yang dikeluarkannya untuk belanja pertahanan, pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial.
Sebelum 2009, pengeluaran pemerintah untuk subsidi energi lebih besar daripada pengeluaran
modal untuk infrastruktur publik, sistem transportasi, serta fasilitas air dan sanitasi. Baru-baru ini,
pemerintah telah meningkatkan pengeluarannya di bidang lain, namun subsidi energi masih dapat
dikatakan tinggi. 

Tabel 1 » Pengeluaran dan subsidi pemerintah (2005-2011) (dalam trilyun rupiah)1

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
LKPP LKPP LKPP LKPP LKPP APBN-P RAPBN APBN

Pengeluaran Total 361 440 505 693 629 782 824 837
Seluruh Subsidi 121 108 150 275 138 201 185 188
• Subsidi Energi 105 95 117 223 95 144 134 137
– Subsidi Bahan Bakar 96 64 84 139 45 89 93 96
– Subsidi Listrik 9 31 33 84 50 55 41 41

Pengeluaran Modal  
(Penanaman Modal) 33 55 64 73 76 95 122 136
Pertahanan 22 24 31 9 13 21 45 47
Pendidikan 29 45 51 55 85 97 82 92
Kesehatan 6 12 16 14 16 20 13 14
Jaminan Sosial 2 2 3 3 3 4 4 5

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2010a)
Catatan: LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (jumlah yang digunakan oleh pemerintah untuk belanja negara); APBN:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; APBN-P: Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan. Subsidi energi dialokasikan
dalam anggaran, tetapi total subsidi yang digunakan dilaporkan di dalam LKPP.

Kotak 1
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1.1 Apa yang dimaksud dengan subsidi energi?
Umumnya, subsidi energi dapat didefinisikan sebagai “berbagai bentuk tindakan pemerintah yang
bertujuan menurunkan biaya produksi energi, meningkatkan pendapatan produsen energi atau
mengurangi biaya yang dibayar oleh konsumen energi” (IEA et al., 2010). Subsidi energi dibagi
menjadi dua kategori: subsidi yang dirancang untuk mengurangi biaya konsumsi energi, yang
disebut sebagai subsidi konsumen, dan subsidi yang bertujuan mendukung produksi domestik,
atau subsidi produsen (Burniaux et al., 2009, dalam Ellis, 2010).

Dalam praktiknya, subsidi energi dilaksanakan dalam berbagai bentuk. UNEP et al. (2002) dan UNEP
(2008) mengidentifikasi mekanisme-mekanisme khas yang biasa digunakan banyak pemerintah
untuk mendukung produksi dan konsumsi energi:

• Pengalihan dana langsung: pemberian uang tunai kepada konsumen, produsen, bunga
rendah atau hutang preferensial dan jaminan hutang pemerintah;

• Perlakuan pajak secara khusus: kredit pajak, potongan pajak, pembebasan royalti, bea cukai
atau tarif, pengurangan pajak, penangguhan pajak, dan percepatan depresiasi perlengkapan
pasokan energi;

• Hambatan perdagangan: tarif, kuota impor dengan hambatan tarif dan non-tarif;

• Jasa terkait energi yang diberikan langsung oleh pemerintah dengan biaya yang lebih murah
seperti: infrastruktur energi, penelitian dan pengembangan publik;

• Regulasi sektor energi: jaminan permintaan, kepastian tingkat pengiriman, pengendalian
harga, regulasi lingkungan, dan hambatan akses pasar.

keuntungan subsidi energi biasanya dinikmati oleh golongan
atas, karena mereka menggunakan lebih banyak energi [ ]
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1.2 Mengapa subsidi energi?
Para pembuat kebijakan sering membenarkan pemberian subsidi energi dengan argumen bahwa
hal ini dapat membantu pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan menjamin
keamanan pasokan (IEA et al., 2010). Subsidi memang dapat menjadi kebijakan penting untuk
mempromosikan kesejahteraan sosial dan mengatasi kegagalan sistem pasar. Akan tetapi, ada
resiko yang berhubungan dengan penggunaan subsidi. Harga rendah artifisial biasanya dapat
mengurangi usaha untuk konservasi energi, dan pemberian subsidi terhadap bahan bakar fosil
merupakan penghambat terhadap upaya perpindahan ke sumber energi yang lebih bersih. Lebih
dari itu, manfaat subsidi energi biasanya dinikmati oleh golongan atas, karena merekalah yang
biasanya mengkonsumsi sebagian besar energi. Dampak-dampak di atas dan dampak lain dari
subsidi energi akan dibahas lebih rinci pada bagian kedua panduan ini. 

1.3 Subsidi energi Indonesia

1.3.1 Produk bahan bakar minyak

Pemerintah Indonesia memberikan subsidi terhadap dua jenis produk minyak Perusahaan
Pertambangan dan Minyak Indonesia (Pertamina), yakni untuk produk bernama “Premium”
(bahan bakar minyak dengan kadar atau tingkat oktan (RON – Research Octane Number) 88) dan
minyak diesel bernama “Solar”. Solar digunakan untuk layanan publik, transportasi, perikanan, dan
perusahaan skala kecil dan menengah. Harga eceran produk-produk ini diatur dan dipertahankan
di bawah harga pasar. Pemerintah tidak lagi menyubsidi minyak untuk konsumsi industri.

Indonesia sebenarnya telah memberikan subsidi untuk menekan harga eceran bahan bakar sejak
tahun 1967 (Dillon et al., 2008).Selama 1980-an, ketika produksi minyak Indonesia lebih tinggi
dibanding saat ini, subsidi bahan bakar lebih terjangkau, meskipun menuai kritik karena
dampaknya yang mendistorsi perekonomian. Ketika harga minyak global meningkat pada 2005,
pemerintah menghabiskan 24 persen dari pengeluaran totalnya untuk subsidi, dan dari jumlah
tersebut, 90 persennya dihabiskan untuk produk-produk bahan bakar (Bank Dunia, 2007). Untuk
mengurangi pengeluarannya, pemerintah meningkatkan harga domestik minyak tanah, bensin dan
diesel dua kali dalam enam bulan pada 2005. Peningkatan harga pertama yang dilakukan adalah
pada bulan Maret sebesar 29 persen (untuk harga bahan bakar), sementara yang kedua adalah
pada bulan Oktober sebesar 114 persen (Bank Dunia, 2007). 
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Tabel 2 » Perbandingan harga bahan bakar domestik dan internasional

A. Harga Bahan Bakar Domestik (Rp)
Bensin 2.400 4.500 4.500
Minyak Tanah 700 2.000 2.000
Minyak Diesel 2.100 4.300 4.300

B. Harga Internasional (Rp) *
Bensin 6.570 5.876 4.509
Minyak Tanah 6.493 6.218 5.808
Minyak Diesel 6.470 6.225 5.545

C. Harga Domestik dalam % 
Harga Internasional (A/B)
Bensin 37 77 87
Minyak Tanah 11 32 31
Minyak Diesel 32 69 67

D. Variabel Ekonomi
Harga minyak mentah (ICP, US$/bbl) 62 58 63
Nilai tukar (Rp/AS$) 10.310 10.090 9.235

* Middle Oil Platts (MOP) plus 15 persen disesuaikan dengan tingkat nilai tukar dan pajak.
Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2010a)

Harga minyak mentah dunia kembali melonjak pada 2008, tertinggi sepanjang sejarah, yakni
mencapai hampir AS$ 145 per barel. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia untuk
meningkatkan harga minyak bumi dan minyak diesel. Akan tetapi, ketika harga minyak mentah
turun pada Januari 2009, pemerintah menurunkan harga bensin (Premium) dan minyak diesel.2

Pada 2010, pemerintah mempertimbangkan pembatasan distribusi bahan bakar bersubsidi untuk
memotong biaya subsidi. Akan tetapi, kebijakan ini masih dalam tahap pengembangan hingga akhir
2010. Peningkatan harga minyak pada 2011 dapat kembali meningkatkan pengeluaran pemerintah
untuk subsidi bahan bakar.

Sebelum kenaikan
harga bahan bakar

(Sept 05)

Setelah kenaikan
harga bahan bakar

(Okt 05)

Harga bahan 
bakar pada 

September 06
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96

52

LKPP
2005

Subsidi bahan bakar (trilyun rupiah)
      Asumsi harga minyak dunia pemerintah (AS$/barel)

64 64

LKPP
2006

84 70

LKPP
2007

139

97

LKPP
2008

45

62

LKPP
2009

89
80

APBN-P
2010

93
80

 
2011

96

80

RAPBN APBN

Sumber: Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2010a)
Catatan: LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (jumlah yang digunakan oleh pemerintah untuk belanja negara); APBN:
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; APBN-P: Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan. Subsidi energi dialokasikan
dalam anggaran, tetapi total subsidi yang digunakan dilaporkan di dalam LKPP.

Diagram 1 » Subsidi bahan bakar dan asumsi harga minyak pemerintah Indonesia 

1.3.2 Minyak tanah 

Pemerintah Indonesia mengatur harga minyak tanah, dan mempertahankan harga ecerannya di
bawah harga pasar. Pemerintah mereformasi subsidi minyak tanah pada pertengahan 2005,
dengan mencabut subsidi untuk konsumen industri; namun, minyak tanah untuk rumah tangga
dan usaha kecil dan menengah (UKM) masih disubsidi. Minyak tanah terutama digunakan untuk
memasak dan penerangan (untuk konsumen rumah tangga). Pada 2007, pemerintah
memperkenalkan program konversi minyak tanah ke gas minyak bumi yang dicairkan (LPG –
Liquified Petroleum Gas), atau yang biasa dilafalkan dalam bahasa Indonesia dari akronim bahasa
Inggris sebagai elpiji,3 yang mendorong pengurangan subsidi minyak tanah. Pada 2006,
pemerintah menganggarkan Rp. 31,5 trilyun (AS$ 3,5 milyar) untuk subsidi minyak tanah, 
Rp. 36,5 trilyun (AS$ 4 milyar) pada 2007 dan Rp. 38 trilyun (AS$ 3,8 milyar) pada 2008.4
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1.3.3 Gas Elpiji (LPG) 

Menghadapi tekanan fiskal yang disebabkan subsidi minyak tanah yang tinggi, pemerintah
Indonesia meluncurkan program peralihan minyak tanah ke elpiji untuk mengurangi subsidi
minyak tanah pada 2007. Dalam program ini disediakan paket awal yang terdiri dari tangki elpiji 3
kg, kompor elpiji dan kelengkapannya (regulator dan selang). Pada awalnya direncanakan agar
program tersebut dapat menjangkau 42 juta rumah tangga dan perusahaan kecil pada 2012 untuk
menggantikan lebih dari 6 juta kiloliter minyak tanah per tahun. Target ini kemudian ditingkatkan
menjadi 48 juta paket awal.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan bahwa biaya total untuk
mendistribusikan 46 juta paket awal tangki elpiji 3 kg dari 2007 hingga 2011 mencapai Rp. 14,11
trilyun (AS$ 1,56 milyar). Akan tetapi pengurangan subsidi minyak tanah juga akan menghasilkan
penghematan sebesar Rp. 35,34 trilyun (AS$ 3,9 milyar) (Evita Legowo, Direktor Jenderal Minyak
dan Gas, sebagaimana dikutip dalam Investor Daily Indonesia, 2011). Biaya awal (start-up) dan
distribusi ditutup dengan anggaran tahunan negara. Pada akhir 2010, Kementerian Keuangan
mengeluarkan Keputusan Menteri tentang penghapusan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bagi
produk-produk tangki elpiji 3 kg yang disubsidi pemerintah (Kementerian Keuangan 2010b).

Selain pemberian paket awal gratis, pemerintah juga memberikan subsidi terhadap harga elpiji
tangki 3 kg silinder. Pada 2007, Kementerian ESDM memperkirakan bahwa biaya produksi satu
kilogram elpiji adalah Rp. 6.700. Harga subsidi (sebelum terkena pajak) untuk tangki silinder 3 kg
adalah Rp. 3.500/kg, yang berarti setiap kilogram elpiji disubsidi sebesar Rp. 3.200. Saat ini, harga
penjualan setelah kena pajak adalah Rp. 4.500/kg, sehingga elpiji 3 kg berharga sekitar Rp.
13.500/tangki (Kementerian Energi dan Sumber Daya Alam Republik Indonesia, 2007). Masih belum
jelas sampai berapa lama pemerintah akan terus memberikan subsidi terhadap tangki elpiji 3 kg.

1.3.4 Listrik 

Pemerintah Indonesia menetapkan tarif listrik untuk seluruh jenis konsumen (termasuk industri,
bisnis, rumah, dan layanan publik). Besarnya subsidi ditentukan setiap tahunnya oleh pemerintah,
yang didasarkan pada perbedaan antara biaya rata-rata produksi listrik yang diajukan oleh
Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan tarif listrik rata-rata yang ditetapkan oleh pemerintah. Biaya
rata-rata produksi listrik didasarkan pada perkiraan komposisi pasokan energi yang dibutuhkan
untuk membangkitkan listrik dan menjalankan pembangkit listrik, transmisi, distribusi dan biaya
pemasokan, serta margin keuntungan untuk PLN.
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Subsidi untuk listrik melonjak dari Rp. 9 trilyun (AS$ 0,9 milyar) pada 2005 menjadi Rp. 31 trilyun
(AS$ 3.4 milyar) pada 2006 karena adanya lonjakan harga minyak mentah internasional dan
konsumsi minyak diesel pada pembangkitan listrik. Pada 2008, subsidi untuk listrik melonjak hingga
mencapai harga tertinggi pada Rp. 84 trilyun (AS$ 8,4 milyar) (Kementerian Keuangan, 2010c).

1.3.5 Batu bara 

Pemerintah Indonesia memberikan subsidi terhadap batu bara melalui dua cara: dengan menjamin
pasokan kepada perusahaan listrik negara, atau PLN, dan industri domestik, dan dengan mengatur harga
batu bara domestik.

Subsidi batu bara disediakan melalui kebijakan Kewajiban Pasar Domestik (Domesic Market Obligation),
yang menjamin jumlah pasokan batubara tetap untuk keperluan pembangkitan listrik dan industri
domestik. Formulasi penghitungan Kewajiban Pasar Domestik biasanya ditentukan oleh jumlah batubara
yang dibutuhkan oleh konsumen domestik yang ditunjuk oleh pemerintah guna memenuhi kebutuhan
operasional tahunan mereka.

Kewajiban Pasar Domestik didistribusikan secara proporsional kepada perusahaan-perusahaan batu bara
melalui Rencana Anggaran Kerja dan Program untuk Kontrak Pertambangan Batu Bara yang telah
disetujui oleh pemerintah. Kuota tersebut kemudian dihitung kembali dan ditetapkan setiap tahunnya
dengan jumlah yang mencerminkan perubahan permintaan dan pasokan batu bara pada saat itu.
Misalnya, Kewajiban Pasar Domestik batu bara pada 2009 adalah 68 juta ton, sedangkan pada 2010 adalah
70 juta ton.

Selain kebijakan Kewajiban Pasar Domestik, pemerintah juga menetapkan Patokan Harga Batu bara
Indonesia. Penetapan harga ini bertujuan untuk mengamankan pasokan batu bara domestik, dan
berfungsi sebagai harga patokan bagi para produsen dan konsumen domestik, serta guna
memaksimalkan pendapatan negara dari batu bara. Patokan Harga Batu bara Indonesia ini membuat
harga batu bara relatif seragam. Prosedur untuk menetapkan patokan harga ini ditetapkan oleh
Keputusan Menteri ESDM No. 17/2010. Penentuannya berbasis pada formula dan sejumlah ciri yang dapat
membuat harga domestik di bawah indeks pasar batu bara internasional lainnya, seperti Global Coal and
Barlow Jonker.5 

Konsumen utama bahan bakar batu bara di Indonesia adalah PLN. Perusahaan negara ini
mengkonsumsi lebih dari 80 persen pasokan batu bara domestik atau sekitar 34 juta ton pada
2010, sedangkan sisanya dikonsumsi oleh industri domestik, seperti baja dan semen.
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1.3.6 Subsidi Minyak dan Gas Hulu  

Pemerintah menyediakan sejumlah subsidi untuk kegiatan eksplorasi dan produksi minyak dan gas
dalam bentuk insentif pajak, pinjaman kredit penanaman modal dan kewajiban pasar minyak
domestik. Braithwaite et al. (2010) memperkirakan bahwa, pada 2008 saja, produsen minyak dan
gas menerima sekitar AS$ 245 juta (Rp. 2,37 trilyun) dalam bentuk kredit penanaman modal dan
insentif pajak. Selain itu, kilang minyak pertamina diuntungkan dengan pembelian minyak mentah
yang dipasokan ke perusahaan negara tersebut melalui sistem kewajiban pasar domestik minyak
dengan potongan harga yang cukup besar. Subsidi yang diberikan ke Pertamina oleh pemerintah
pada 2008 bernilai AS$ 1,55 milyar (Rp. 15 trilyun), yang membuat jumlah total subsidi yang
diberikan pemerintah ke produsen minyak dan gas hulu bernilai sebesar AS$ 1,8 milyar 
(Rp. 17 trilyun) pada tahun yang sama. Kajian ini juga berhasil mengidentifikasi sejumlah 
potensi subsidi lainnya. Sayangnya, informasi yang diperlukan guna mengklarifikasi dan
memperkirakan nilai subsidi-subsidi tersebut tidak begitu banyak tersedia.



APAKAH SUBSIDI ENERGI BAIK
BAGI MASYARAKAT INDONESIA? 
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2. Apakah subsidi energi baik bagi masyarakat Indonesia? 
Pemerintah Indonesia memberikan subsidibahan bakar dan listrik guna menjaga keterjangkauan
harga energi, khususnya bagi kalangan berpendapatan rendah (Kementerian Keuangan Republik
Indonesia 2010c). Subsidi energi dimaksudkan untuk meningkatkan pendapatan rumah tangga
masyarakat melalui dua cara. Dampak langsungnya adalah, dengan mengeluarkan biaya lebih
rendah untuk mendapatkan bahan bakar, masyarakat akan mampu menggunakan sisa
pendapatannya untuk hal lain. Sementara itu, dampak tidak langsung penerapan subsidi energi
adalah pengurangan biaya barang dan jasa yang dibeli oleh masyarakat sebagai konsekuensi dari
subsidi yang menekan biaya-biaya energi bagi produsen, distributor dan penyedia layanan.

2.1 Apakah subsidi menguntungkan rakyat miskin?
Data yang diperoleh dalam sejumlah penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar manfaat
subsidi justru dinikmati oleh golongan berpendapatan tinggi (golongan atas). Karena subsidi
bahan bakar dijalankan berdasarkan hitungan liter, dan tidak didasarkan pada perbedaan
penghasilan, maka kalangan yang paling banyak menggunakan bahan bakarlah yang paling
mendapatkan manfaat dari subsidi. Konsumen energi terbesar adalah masyarakat golongan atas
dan masyarakat di daerah perkotaan.

Dengan menggunakan data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2009, Bank Dunia (2011)
menunjukkan bahwa masyarakat dan pengguna kendaraan pribadi terhitung sepertiga dari total
penerima manfaat subsidi bahan bakar minyak. Dua pertiga sisanya tersalur ke penggunaan
transportasi komersil seperti bis dan bisnis (lihat Diagram 2). Kajian tersebut juga menemukan
bahwa setengah kalangan masyarakat berpenghasilan tertinggi mengkonsumsi 84 persen bensin
bersubsidi, dengan sepersepuluh kalangan terkaya mengkonsumsi hampir 40 persen dari
keseluruhannya. Sebaliknya, sepersepuluh kalangan termiskin tercatat hanya mengkonsumsi
kurang dari 1 persen total pemakaian bensin bersubsidi. Analisis lebih mendalam mengenai data
survei terhadap dari seluruh rumah-tangga juga menunjukkan bahwa sekitar dua pertiga kalangan
miskin dan mendekati garis kemiskinan (didefiniskan sebagai sepersepuluh dari lima terbawah)
tidak mengkonsumsi bensin sama sekali.



PANDUAN MASYARAKAT TENTANG SUBSIDI ENERGI DI INDONESIA 15

BAGIAN DUA | APAKAH SUBSIDI ENERGI BAIK BAGI MASYARAKAT INDONESIA?         

Pengguna 
komersil

54%

Konsumsi 
pribadi 

(oleh rumah 
tangga)

46%

Sumber: Bank Dunia (2011: 27)

Diagram 2 » Konsumsi bahan bakar bersubsidi oleh sektor komersil dan pribadi

Hasil serupa ditemukan oleh kajian lainnya. Agustina et al. (2008), misalnya, menemukan bahwa
hampir 90 persen subsidi bahan bakar di Indonesia menguntungkan 50 persen kalangan terkaya
(Diagram 3). Pemerintah Indonesia memahami situasi ini. Kementerian Koordinator Ekonomi pada
Mei 2008 menyatakan bahwa 40 persen kalangan terkaya menikmati 70 persen subsidi, sementara
40 persen kalangan termiskin hanya menikmati 15 persen dari subsidi tersebut (Mourougane, 2010).
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Diagram 3 » Distribusi subsidi bahan bakar di kalangan masyarakat Indonesia

2.2 Apakah subsidi energi berdampak positif terhadap
pembangunan ekonomi? 

Subsidi bahan bakar dapat mempengaruhi ekonomi melalui beberapa cara. Dampak yang sudah
terlihat adalah biaya pada anggaran pemerintah. Selain itu, masih ada pula dampak-dampak
lainnya yang tersembunyi terhadap perekonomian. Dengan menurunkan harga sejumlah sumber
energi secara artifisial, subsidi mendorong terjadinya konsumsi berlebihan dan penggunaan yang
tidak efisien. Harga yang lebih rendah juga mempengaruhi keputusan penanaman modal, karena
hal tersebut menghambat diversifikasi energi dan mengurangi insentif bagi para pemasok energi
untuk membangun infrastruktur baru. Dampak penting ekonomi dari pengadaan subsidi bahan
bakar dibahas lebih lanjut pada bagian berikut.6
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2.2.1 Ketidakstabilan harga bahan bakar dan pembiayaan pemerintah

Sebagai pengimpor bahan bakar, Indonesia harus membeli sebagian besar dari bahan bakarnya
sesuai harga pasar internasional. Menjual bahan bakar tersebut dengan harga yang lebih murah di
pasar domestik mengakibatkan kerugian besar bagi Pertamina, yang biayanya ditanggung oleh
pemerintah (baca: pembayar pajak), yang akhirnya mengakibatkan beban keuangan bagi
perekonomian nasional secara keseluruhan. 

Subsidi yang besar pada minyak impor membuat posisi fiskal Indonesia amat rentan terhadap
perubahan harga energi global. Ketika harga minyak internasional naik secara drastis, sebagaimana
pada 2008, pemerintah terpaksa menaikkan harga bahan bakar minyak – yang dapat menjadi
amat sulit secara politis dan mengakibatkan kenaikan inflasi mendadak – atau menaikkan
anggaran subsidi terkait minyak, yang dapat melumpuhkan perekonomian.

Jika pemerintah memilih untuk mempertahankan subsidi pada saat harga minyak sedang tinggi,
pemerintah harus mencari tambahan hutang atau memotong pengeluaran untuk program lain.
Pasar minyak yang tidak stabil dan ketidakpastian tentang kebutuhan pembiayaan pemerintah
akan menaikkan biaya pinjaman pemerintah, yang akhirnya akan menambah jumlah hutang yang
harus dibayar di masa mendatang (Bank Dunia, 2011). Memangkas pengeluaran di bidang
infrastruktur, kesehatan atau pendidikan juga akan mengakibatkan dampak negatif jangka
panjang terhadap pembangunan dan daya saing ekonomi.

2.2.2 Peningkatan impor energi

Konsumsi energi bersubsidi secara berlebihan mengakibatkan peningkatan permintaan bahan
bakar impor dan pengurangan jumlah energi yang diproduksi secara domestik yang ditujukan
untuk ekspor. Oleh karena itu, subsidi dapat merusak keseimbangan neraca pembayaran dan
meningkatkan ketergantungan negara terhadap impor energi (Mourougane, 2010).

Jurang lebar antara harga bahan bakar subsidi dan non-subsidi mendorong konsumen untuk
beralih dari bahan bakar non-subsidi Pertamina “Pertamax” (kadar oktan 92) ke “Premium” (kadar
oktan 88). Pada kuartal pertama 2011, pemerintah melaporkan bahwa penjualan bahan bakar
bersubsidi telah melampaui kuota rata-rata 7 persen, sementara penjualan Pertamax merosot
hingga kurang-lebih mencapai 11 persen (The Jakarta Post, 2011a; 2011b; Kontan, 2011). Badan
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Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) memperkirakan bahwa kuota 38,5 juta kiloliter
Premium pada 2011 akan terlampaui hingga 3,5 juta kiloliter (Jakarta Post, 2011c). Kilang minyak
Pertamina hanya mampu menghasilkan 10,58 juta kiloliter Premium per tahun, dan, oleh sebab itu,
kebutuhan sisanya harus diimpor untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri (Detik Finance, 2011). 

2.2.3 Penanaman Modal

Bagi para pemasok energi, seperti fasilitas pengolahan minyak atau pembangkit listrik, harga
rendah yang diwajibkan berarti berkurangnya insentif untuk melakukan penanaman modal baru,
karena pengurangan potensi keuntungan. Hal ini terjadi di Indonesia ketika subsidi telah
mengakibatkan memburuknya kondisi keuangan perusahaan energi negara dan berkurangnya
penanaman modal di bidang infrastruktur (Mourougane, 2010). Pada 2009, pendapatan dari
penjualan listrik oleh PLN hanya sekitar setengah dari biaya pasokan (rata-rata Rp. 650/kWh dan
Rp. 1.300/kWh). Kompensasi yang diterima dari pemerintah pusat tidak cukup untuk menutup
kesenjangan ini. Akibatnya, PLN tidak mampu melakukan penanaman modal baru, memperluas
sambungan listrik di pedesaan, bahkan untuk sekedar melakukan pemeliharaan standar
(Mourougane, 2010). Sejumlah dampak yang muncul adalah kurangnya pembangunan kapasitas
pembangkit listriknya dan sering terjadinya pemadaman.

2.2.4 Persaingan

Harga rendah artifisial untuk bahan bakar fosil membuat sumber energi alternatif sulit untuk
bersaing secara komersil. Sumber alternatif ini akhirnya memang dapat menarik secara ekonomi
dan lingkungan, namun harus kalah karena subsidi yang diberikan kepada sumber energi
pesaingnya. Oleh karena itu, subsidi dapat menghambat penerapan teknologi baru yang lebih
menjanjikan daripada teknologi yang ada saat ini.

2.2.5 Korupsi dan penyelundupan

Perbedaan harga antara produk subsidi dan non-subsidi dapat menciptakan insentif yang kuat
terhadap praktik tidak resmi seperti penyelundupan atau pengalihan bahan bakar kepada pihak
yang seharusnya tidak menerima. Produksi bahan bakar fosil adalah bisnis yang sangat
menguntungkan dan berada di bawah pengawasan pemerintah, sehingga sangat rentan terhadap
penyuapan. Terdapat enam wilayah yang diidentifikasi tergolong sangat rentan: rendahnya
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pembayaran royalti, pemberian lisensi untuk ekstraksi minyak dan gas, penyimpangan dalam
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), distribusi keuntungan dalam kontrak bagi hasil, dan eksploitasi
kelemahan peraturan dalam skema subsidi baru (GSI, 2010). Dalam kasus elpiji di Indonesia,
perbedaan harga antara elpiji 3kg bersubsidi dengan elpiji 12 kg non-subsidi mendorong terjadinya
pengoplosan isi tangki 3 kg ke dalam tangki 12 kg. Tanpa proses pengisian yang benar, tindakan ini
amat beresiko dan telah menyebabkan sejumlah ledakan yang melukai dan membunuh ratusan
orang (Kompas, 2010; Kompas, 2011a).

Meningkatnya perbedaan harga eceran menyebabkan meningkatnya penyelundupan bahan bakar
minyak dan penjualan bahan bakar minyak bersubsidi secara tidak resmi. BPH Migas melaporkan
bahwa antara 10 hingga 15 persen bahan bakar minyak bersubsidi yang didistribusikan oleh
pemerintah telah dijual secara tidak resmi kepada industri, khususnya di berbagai Stasiun
Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dekat dengan wilayah industri dan pertambangan
(Jakarta Post, 2011d). Peningkatan penjualan tidak resmi dan penyelundupan bahan bakar ini
menyebabkan peningkatan permintaan bahan bakar bersubsidi. BPH Migas memperkirakan bahwa
konsumsi bahan bakar bersubsidi dapat mencapai 40 juta kiloliter pada akhir 2011, melampaui
kuota sebesar 4 persen (Jakarta Post, 2011e).

Biaya yang dibutuhkan untuk mengendalikan kegiatan tidak resmi, termasuk pencegahan,
pengawasan, dan penindakan terhadap tindak penyelewengan tadi amat besar. Biaya tersebut
akhirnya menyebabkan kenaikan anggaran subsidi yang harus ditanggung oleh para pembayar pajak.

2.3 Apa dampaknya terhadap lingkungan?
Subsidi energi mendorong terjadinya konsumsi berlebihan dan mengurangi insentif untuk
efisiensi energi. Konsekuensi logis konsumsi tinggi bahan bakar fosil adalah terciptanya emisi gas
rumah kaca yang lebih besar, polusi udara, dan berkurangnya sumber daya alam. Berdasarkan
data dari Badan Energi Internasional (IEA - International Energy Agency), pemangkasan subsidi
konsumsi untuk bahan bakar fosil antara 2011 dan 2020 akan mengurangi emisi CO2 global
sebanyak 5,8 persen, dibandingkan jika konsumsi dilanjutkan seperti biasa (IEA, 2010). Sementara

Konsekuensi logis konsumsi tinggi bahan bakar fosil 
adalah terciptanya emisi gas rumah kaca yang lebih besar,

polusi udara, dan berkurangnya sumber daya alam.[ ]
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itu, Organisasi Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi (OECD – Organization for Economic
Cooperation and Development) memperkirakan bahwa pengurangan emisi dapat mencapai 10
persen pada 2050 jika subsidi yang sama untuk konsumsi bahan bakar fosil dapat dihentikan
pada 2020 (IEA et al. 2010). Pencabutan subsidi bahan bakar fosil membuka jalan bagi negara
seperti Indonesia untuk berkontribusi lebih besar terhadap pengurangan gas rumah kaca tanpa
harus menerapkan pajak karbon atau sistem perdagangan emisi. Yusuf et al. (2010) menemukan
bahwa penghentian subsidi bahan bakar dan listrik akan mengurangi tingkat pengeluaran emisi
CO2 nasional sebanyak 6,71 persen pada 2020 (6,66 persen dari pencabutan subsidi bahan bakar;
0,92 persen dari pencabutan subsidi listrik).

Subsidi juga mengurangi insentif untuk melakukan penanaman modal pada sumber energi dan
teknologi yang lebih bersih dengan cara mengurangi harga konsumen produk bahan bakar fosil
secara artifisial. Melalui cara yang sama, subsidi bahan bakar minyak menghambat inovasi dalam
produksi dan penciptaan energi yang lebih bersih, seperti elpiji dan energi terbarukan lainnya,
walaupun Indonesia memiliki sumber energi seperti ini dalam jumlah besar.

2.4 Siapa yang akan diuntungkan dan dirugikan jika subsidi
energi dihapuskan?

Sebagaimana telah disebutkan di atas, manfaat subsidi bahan bakar sebenarnya sebagian besar
dinikmati oleh kalangan berpendapatan tinggi, sementara biaya subsidi tersebut harus ditanggung
oleh seluruh populasi pembayar pajak. Akibatnya, subsidi bahan bakar merupakan sebuah
kebijakan yang regresif, yang membuat masyarakat miskin membayar lebih banyak dan menerima
manfaat lebih kecil daripada masyarakat berpendapatan tinggi. Penghentian subsidi akan
menghasilkan dampak ekonomi yang positif dalam jangka panjang secara keseluruhan, termasuk
bagi kalangan miskin.

Akan tetapi, penghentian subsidi ini akan menyebabkan dampak negatif jangka pendek terhadap
sejumlah kalangan. Model ekonomi yang dikembangkan oleh Clement et al. (2007) menemukan
bahwa pihak yang paling terkena dampak pengurangan subsidi di Indonesia adalah kelompok
masyarakat kaya, baik di perkotaan maupun pedesaan, karena kalangan inilah yang paling banyak
mengkonsumsi produk minyak. Kalangan ini kemungkinan besar akan mengurangi konsumsi bahan
bakarnya dalam jangka pendek agar dapat beradaptasi dengan harga bahan bakar yang naik.
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Secara umum, kalangan yang tinggal di pedesaaan dan berpendapatan rendah mengkonsumsi
produk pertanian dalam jumlah besar, yang harganya tidak terlalu rentan terhadap perubahan
pada harga bahan bakar. Namun demikian, kaum miskin perkotaan terbukti juga rentan terhadap
dampak kenaikan harga bahan bakar (Clement et al., 2007). Hal ini kemungkinan besar karena,
dibandingkan dengan kaum miskin pedesaan, kaum miskin perkotaan lebih banyak bergantung
pada fasilitas dasar (seperti listrik), dan tempat kerja mereka lebih bersifat padat modal
(bergantung pada mesin yang mengkonsumsi energi dalam jumlah besar).

Dalam jangka yang lebih panjang, harga minyak yang lebih tinggi tidak akan memberikan dampak
negatif kepada kalangan miskin karena hal itu akan dikompensasi oleh manfaat ekonomis dari
pengurangan subsidi, yakni keberlanjutan fiskal yang lebih baik, peningkatan pengeluaran
pemerintah untuk sosial, alokasi sumber daya yang lebih efisien, dan meningkatnya penanaman
modal (Clement et al., 2007). 

2.5 Apa rencana yang telah disampaikan pemerintah Indonesia
terkait reformasi subsidi?

Pemerintah telah berulang kali menyampaikan rencana untuk mengurangi subsidi energi, namun
pelaksanaannya seringkali tertunda. Pada 2010 lalu, pemerintah mengumumkan rencana untuk
meningkatkan harga Tarif Dasar Listrik (TDL) dan membatasi subsidi bahan bakar. Kebijakan subsidi
bahan bakar minyak diharapkan dapat menjadi dasar pelarangan bagi mobil pribadi untuk
membeli bahan bakar minyak bersubsidi dimulai dari April 2011 untuk penduduk wilayah Daerah
Khusus Ibukota (DKI) Jakarta. Hanya transportasi publik yang diperbolehkan untuk membeli bahan
bakar bersubsidi. Untuk 2012, awalnya terdapat rencana untuk lebih jauh mengurangi jumlah
subsidi (Wei, 2011), akan tetapi rencana itu ditunda sampai batas waktu yang tidak ditentukan
(Jakarta Post, 2011f).

Pada bulan Maret, Tim Penilaian Subsidi Bahan Bakar minyak yang ditugaskan pemerintah
merekomendasikan tiga pilihan untuk membatasi penjualan bahan bakar bersubsidi. Pilihan
pertama adalah untuk menerapkan patokan harga tertinggi pada Rp. 8.000 (AS$ 0,91) per liter
untuk bensin non-subsidi (Pertamax) untuk memastikan agar para pengguna mobil pribadi tidak
akan terkena dampak negatif jika harga bahan bakar terus meningkat. Pilihan kedua adalah
meningkatkan harga bensin subsidi (Premium) sebesar Rp. 500/liter dari harga yang berlaku saat
itu (Rp. 4.500/liter). Pilihan ketiga adalah dengan membatasi alokasi bensin Premium melalui
sistem penjatahan untuk menargetkan penjualan bahan bakar bersubsidi dengan lebih tepat
(Jakarta Post, 2011g).
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Pada Mei 2011 pemerintah mengumumkan bahwa subsidi bahan bakar akan terus dipertahankan,
namun mekanisme distribusi akan diubah menjadi subsidi langsung dan tepat sasaran. Sementara
itu peta-jalan untuk reformasi tersebut rencananya akan diumumkan pada Juli 2011 (Kompas, 2011b).

Pemerintah Indonesia juga telah mencoba untuk mengurangi subsidi listrik dengan menaikkan
tarif. Pada Juli 2010 pemerintah meningkatkan tarif listrik sebesar rata-rata 18 persen untuk
sebagian besar konsumen PLN, tetapi tidak termasuk 33,6 juta konsumen rumah tangga kecil dengan
sambungan 450 dan 900 Volt-Ampere (VA). Walaupun tarif telah dinaikkan, pada 2010, subsidi listrik
masih melampaui target sebesar Rp. 2,5 trilyun, sehingga total subsidi mencapai Rp. 57,6 trilyun
(AS$ 6,4 milyar).7

Pada bulan Mei 2011 pemerintah mengumumkan rencana untuk meningkatkan TDL antara 10
hingga 15 persen pada 2012, dengan penghematan Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara
(APBN) yang diharapkan sebesar Rp. 15 trilyun (AS$ 1,65 milyar). Rencana ini diharapkan dapat
disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai bagian dari APBN 2012.

Pemerintah juga telah mengumumkan perubahan pada model distribusi elpiji 3 kg bersubsidi dari
sistem terbuka yang saat ini sedang dijalankan menjadi sistem tertutup pada 2014. Pemerintah
bermaksud memperkenalkan kartu kontrol untuk membatasi distribusi elpiji 3 kg hanya bagi
keluarga miskin dan usaha kecil. Distribusi kartu kontrol akan didasarkan pada data yang diberikan
oleh pemerintah daerah dan beberapa proyek percontohan pemerintah di sejumlah daerah, yang
proses uji cobanya telah dilaksanakan pada 2009 dan 2010 (Republika, 2010). Program peralihan
minyak tanah ke elpiji dijadwalkan akan berakhir pada 2012, dan, tanpa adanya pembatasan
subsidi elpiji, pemerintah akan menghadapi peningkatan biaya penyelesaian program tersebut.
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3. Apa yang Kita Ketahui tentang Reformasi Subsidi Energi?
Meskipun banyak subsidi bahan bakar yang lebih dinikmati oleh kalangan berada dibandingkan kalangan
miskin, kita tidak dapat mengabaikan fakta bahwa sebagian masyarakat miskin - khususnya di wilayah
perkotaan - bergantung pada subsidi untuk mendapatkan akses atas energi. Bagi kalangan ini,
pengeluaran untuk energi menghabiskan porsi anggaran yang lebih besar dibandingkan dengan
kalangan berada. Kenaikan harga energi dan inflasi dapat memberikan dampak beban keuangan yang
berat bagi kalangan ini.

Namun demikian, reformasi subsidi dapat dirancang dan diterapkan dengan cara yang tidak terlalu
membebani masyarakat miskin. Terdapat sejumlah kebijakan yang telah digunakan oleh beberapa negara
di dunia, termasuk Indonesia, untuk mempermudah peralihan subsidi bahan bakar. Kebijakan-kebijakan
tersebut dapat dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu pemberian bantuan kepada kalangan miskin,
dan kebijakan yang membantu masyarakat luas untuk memahami dan mendukung reformasi.
Kesempatan terbaik untuk membuat reformasi berjalan lancar (yang bisa didefiniskan sebagai
penghilangan subsidi dalam jangka panjang dengan dampak negatif yang minimal terhadap masyarakat
miskin maupun masyarakat secara keseluruhan) memerlukan strategi menyeluruh dalam pembuatan
berbagai kebijakan pendukung masa peralihan (Laan et al., 2010). Penelitian yang dilakukan terhadap
sifat subsidi, termasuk bagaimana biaya dan manfaatnya didistribusikan, serta identifikasi terhadap
kalangan yang paling terkena dampak dari penghilangan subsidi tersebut akan membantu menghasilkan
strategi reformasi yang baik.

3.1 Kebijakan untuk mendukung masyarakat miskin 
Pengurangan subsidi energi akan memungkinkan pemerintah menggunakan dana yang awalnya
diperuntukkan bagi subsidi untuk tujuan lain. Dengan mengalokasikan dana ini untuk program-program
yang menargetkan masyarakat miskin secara langsung, pemerintah akan mampu mengarahkan alokasi
dana dari subsidi bahan bakar (yang justru lebih menguntungkan kalangan kaya) kepada mereka yang
benar-benar membutuhkan. Ada dua cara utama yang dapat digunakan pemerintah untuk melakukan hal
ini, yakni bantuan tunai dan peningkatan pengeluaran untuk kegiatan sosial.

Indonesia memiliki pengalaman dengan kedua pendekatan di atas. Pada 2005 dan 2008, pemerintah
Indonesia menerapkan program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk mengurangi penolakan terhadap
kenaikan harga bahan bakar, dan membantu keluarga miskin untuk dapat beradaptasi dengan biaya
energi yang lebih tinggi. Program ini berbentuk pembayaran uang tunai sebanyak dua kali sebesar Rp.
300.000 secara langsung kepada keluarga miskin (Widjaja, 2009). BLT disertai kebijakan jangka pendek
yang disebut sebagai Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak (PKPS-BBM).
Program-program ini memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang terkena dampak dengan
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meningkatkan pengeluaran sosial di bidang pendidikan, kesehatan dan infrastruktur pedesaan (Beaton
dan Lontoh, 2010).

Lebih lanjut, Beaton dan Lontoh (2010) juga menganggap bahwa inisiatif kebijakan tersebut cukup
berhasil dalam membantu masyarakat miskin dan mengurangi penolakan terhadap peningkatan harga
bahan bakar. Menurut berbagai kajian yang dilakukan terhadap program BLT 2005, salah sasaran dapat
dikatakan rendah, dan sebagian besar kalangan yang berhak menerimanya benar-benar menerima dana
yang dijanjikan (Hastuti et al., 2006).

Akan tetapi, sejumlah masalah menyelubungi program ini. Ada dana yang digelapkan dan ada pihak yang
berhak namun tidak mendapatkan dana tersebut, yang akhirnya menyebabkan kegelisahan sosial
(Cameron dan Shah, 2011). Mereka yang tidak mendapatkan dana yang dijanjikan menyalurkan rasa
kemarahan mereka kepada panitia lokal, yang berakhir dengan terjadinya sejumlah kasus kekerasan dan
pengunduran diri sejumlah pejabat desa. Oleh karena itu, penyelenggaraan program BLT di masa depan
harus belajar dari pengalaman lalu, termasuk kebutuhan untuk memilih sasaran bantuan yang lebih baik,
pengawasan yang lebih kuat, dan dukungan yang lebih besar kepada para pejabat desa.

Pendekatan alternatif lainnya adalah dengan mengaitkan pembayaran dana tunai dengan perilaku yang
mengiringi pembangunan masyarakat. Bantuan Langsung Tunai Bersyarat mengharuskan keluarga
penerima untuk melakukan sejumlah kegiatan, khususnya terkait dengan kesehatan dan pendidikan
anak. Salah satu contoh program sejenis adalah program Oportunidades di Meksiko. Program tersebut
dimulai dengan kurang-lebih 300.000 masyarakat penerima pada 1997, dan meningkat menjadi 5 juta
penerima pada 2009 (Fiszbein and Schad, 2009). Data penting yang dikumpulkan selama bertahun-tahun
menunjukkan bahwa program tersebut berhasil membantu kalangan miskin. Program yang diadopsi
pemerintah Meksiko tersebut memang tidak diiringi dengan pengurangan subsidi bahan bakar fosil,
namun tetap merupakan contoh dari sebuah jaringan pengaman sosial yang dapat digunakan untuk
memberikan kompensasi peningkatan harga bahan bakar, sekaligus meningkatkan hasil pembangunan.

Jalan alternatif lainnya untuk pengeluaran sosial (yang dibiayai oleh anggaran yang tadinya
diperuntukkan untuk subsidi) juga dapat dilihat di sejumlah negara. Yordania, misalnya, mendukung
reformasi subsidi pada 2008 dengan meningkatkan upah minimum dan gaji pegawai negeri yang rendah.
Selain itu, bonus satu kali juga diberikan kepada pegawai negeri dan pensiunan pegawai negeri. Selain itu
tarif listrik juga dipertahankan pada harga rendah. Pada tahun yang sama, Thailand memulai program
enam bulan bernilai 46 milyar baht (sekitar AS$ 1,3 milyar) untuk membantu masyarakat miskin sebagai
tanggapan terhadap tingginya harga minyak internasional. Rencana pemerintah tersebut adalah
membebaskan biaya listrik kepada mereka yang mengkonsumsi kurang dari 80 kilowat/jam/bulan (dan
pembebasan setengah biaya bagi rumah-tangga yang menggunakan kurang dari 150 kilowatt/jam),
pembebasan biaya transportasi 800 bus yang dipoperasikan oleh perusahaan negara (Bangkok Mass
Transit Authority) dan juga untuk kereta kelas tiga, air gratis untuk 50 kubik meter pertama, pembebasan
pajak bensin ethanol dan diesel, serta pemberlakuan plafon harga untuk elpiji (Kojima, 2009).
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Pilihan terbaik untuk kebijakan pendukung peralihan akan berbeda dari satu negara ke yang lain,
bergantung pada kapasitas administratif negara yang bersangkutan serta cakupan layanan. Bantuan
tunai yang terarah mengharuskan teridentifikasinya kalangan miskin yang berhak menerimanya, dan
adanya mekanisme pemberian dana tunai. Salah satu syarat untuk memberikan akses listrik murah
adalah cakupan sambungan listrik yang menyeluruh. Jika infrastruktur menyeluruh tersebut tidak ada,
maka pemerintah dapat meningkatkan pengeluaran sosial melalui klinik kesehatan, sekolah, jalan raya,
transportasi publik, air, serta infrastruktur sanitasi yang dibiayai publik. 

3.2 Proses-proses pendukung reformasi
Cara untuk menghapuskan subsidi tidak saja mempermudah peralihan ke harga pasar, tetapi juga
membangun dukungan publik terhadap usaha reformasi tersebut. Praktek yang baik mencakup
kampanye komunikasi yang jelas, konsultasi dengan pemangku kepentingan, transparansi harga bahan
bakar, penghapusan subsidi secara bertahap, dan pengawasan terhadap dampak penerapan dengan
penyesuaian jika diperlukan. Indonesia memiliki pengalaman menerapkan pendekatan-pendekatan
tersebut.

3.2.1 Komunikasi
Pada 2005, pemerintah melancarkan suatu kampanye publik bersamaan dengan pemberian bantuan
tunai dan pengeluaran sosial sebagai cara untuk membangun dukungan masyarakat terhadap usaha
reformasi tersebut. Tidak seperti sebelumnya, peningkatan harga bahan bakar pada 2005 tidak disertai
dengan penolakan yang berarti (Beaton and Lontoh, 2010).

Pemerintah Indonesia mengumumkan sejumlah informasi terkait harga bahan bakar. Pemahaman dan
penerimaan masyarakat terhadap perubahan harga bahan bakar dapat didorong secara berkelanjutan
dengan cara menerbitkan informasi, seperti survei harga, perbandingan harga domestik dan
internasional, rekaman harga terdahulu dan harga saat ini, serta komposisi setiap produk minyak bumi
yang penting (seperti harga impor, pengolahan, dan biaya dan pajak distribusi) (Kojima, 2009). Selain itu,
pemerintah juga harus mendorong persaingan di sektor eceran dengan mewajibkan SPBU untuk
memasang daftar harga pada papan pengumuman.

Chile, misalnya, memiliki kebijakan transparansi yang kuat dalam bidang subsidi bahan bakar dan harga.
Komisi Energi Nasional (National Energy Commission) menentukan struktur harga bahan bakar, mengawasi
harga yang dibentuk oleh Perusahaan Minyak Nasional, dan menyelenggarakan pertemuan mingguan
dengan media terkait dengan masalah harga. Walaupun Chile masih menerapkan sejumlah subsidi bahan
bakar, transparansi membantu masyarakat untuk memahami naik-turunnya harga dan membuka jalan
untuk dilakukannya liberalisasi pasar bahan bakar domestik.
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Komunikasi yang jelas dengan pemangku kepentingan dan masyarakat merupakan elemen kunci strategi
reformasi yang efektif. Jika pemangku kepentingan berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan
sejak awal, maka penolakan terhadap reformasi subsidi dapat diatasi sejak dini dan disertakan sebagai
pertimbangan dalam merancang kebijakan yang mempermudah peralihan. Kampanye publik akan
membantu masyarakat untuk memahami mengapa reformasi tersebut diperlukan, dan bagaimana uang
yang mereka setorkan kepada negara dapat dialihkan ke bentuk pelayanan publik lainnya, atau
dikembalikan kepada mereka dalam bentuk pajak yang lebih rendah.

3.2.2 Pencabutan subsidi secara bertahap  
Penghapusan subsidi yang dilakukan secara bertahap dapat memberikan waktu beradaptasi kepada
masyarakat. Semakin lama subsidi diselenggarakan, semakin sulit subsidi tersebut dicabut, dan semakin
lama pula waktu yang dibutuhkan untuk mereformasinya. Subsidi cenderung dipandang sebagai hak
dasar, dan, oleh sebab itu, upaya apapun untuk mengurangi subsidi dapat berbahaya secara politis
(Steenblik, 2007). Pada bulan Desember 2010, pemerintah Bolivia secara mendadak dan dramatis
meningkatkan harga bahan bakar bersubsidi hingga lebih dari 80 persen, dengan hanya sedikit upaya
pendukung untuk mempermudah masa transisi. Akibatnya adalah reaksi penolakan masyarakat secara
besar-besaran, yang akhirnya memaksa pemerintah untuk kembali menerapkan subsidi. Lembaga
Kerjasama Teknis Internasional Jerman (GIZ – Deutsche Gessellschaft für Internationale Zusammenarbeit),
misalnya, menyarankan agar pemerintah yang ingin mencabut subsidi sebaiknya menghindari kenaikan
harga secara drastis melebihi 10 persen dalam setiap penyesuaian dalam menyelenggarakan reformasi. 

Akan tetapi, ada saat-saat yang memungkinkan untuk melakukan deregulasi secara cepat. Contoh dari
kasus ini adalah jatuhnya harga minyak pada paruh kedua 2008 yang memberikan kesempatan bagi
pemerintah di beberapa negara untuk menjalankan reformasi subsidi bahan bakar, termasuk Cina,
Ethiopia dan Vietnam (Kojima, 2009). 

3.2.3 Pengawasan dan penyesuaian  
Pengawasan dan penyesuaian secara terus-menerus terhadap jalannya penyelenggaran reformasi
diperlukan untuk menilai apakah kebijakan yang telah dilakukan berjalan efektif, mengetahui apakah ada
konsekuensi negatif yang tidak diharapkan, dan juga untuk menyesuaikan kebijakan dari waktu ke waktu
(Laan et al., 2010). Kebijakan bantuan sementara juga memerlukan pengawasan yang ketat untuk
memastikan bahwa bantuan yang diberikan mencapai kelompok sasaran, dan tidak berlanjut terlalu lama
hingga terlanjur mengakar kuat.

Akhirnya, praktik pemerintahan yang kuat juga harus diselenggarakan, agar pemerintah tidak terjerat
dalam penentuan harga bahan bakar lagi di masa mendatang. Pemerintah akan selalu diharapkan
masyarakat untuk melakukan intervensi ketika harga bahan bakar tinggi. Penentuan harga berbasis pasar
harus diawasi oleh suatu lembaga independen yang mengatur persaingan dan transparansi dalam harga
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bahan bakar. Hal ini juga memungkinkan pemerintah untuk menunjukkan kepada maysarakat bahwa
harga pasar ditentukan oleh kekuatan internasional, bukan pemerintah.

3.3. Kesimpulan
Subsidi bahan bakar di Indonesia awalnya dilakukan untuk membuat energi terjangkau oleh masyarakat,
khususnya kalangan miskin. Namun demikian, banyak bukti menunjukkan bahwa sebagian besar subsidi
tersebut – yang diperkirakan bernilai lebih dari Rp. 134 trilyun (AS$ 15 milyar) pada 2011 – justru dinikmati
oleh kalangan masyarakat mampu. Selain itu, subsidi ini juga mempengaruhi pasokan energi dan
pembangunan ekonomi karena mengurangi penanaman modal di bidang infrastruktur energi (baik
terhadap teknologi yang ada saat ini, maupun teknologi yang tengah dikembangkan), membebani
sumber daya pemerintah, dan menurunkan daya saing internasional Indonesia.

Pemerintah Indonesia menyadari masalah ini dengan baik, dan telah beberapa kali melakukan sejumlah
upaya untuk mencabut subsidi. Pemerintah juga memahami adanya berbagai kebijakan yang dapat
digunakan untuk membantu masyarakat melewati masa peralihan dari subsidi, dan telah menerapkan
sebagian kebijakan tersebut. Jadi, apa yang salah dan apakah masih ada harapan untuk menjalankan
reformasi ini ke depan?

Pemerintah telah meraih sejumlah keberhasilan dalam meningkatkan harga energi melalui penggunaan
kebijakan peralihan seperti BLT, pengeluaran sosial, kampanye informasi, dan peningkatan transparansi.
Namun demikian, pengurangan subsidi kemudian terganggu oleh peningkatan harga minyak
internasional.

Strategi reformasi yang lebih menyeluruh akan menghasilkan keberhasilan yang lebih besar, antara lain:
penelitian untuk mengidentifikasi pihak yang diuntungkan dan dirugikan dari reformasi tersebut, kampanye
informasi untuk membangun dukungan publik, kebijakan paket bantuan yang dirancang dan ditargetkan
secara hati-hati, pencabutan subsidi secara bertahap dalam suatu jangka waktu yang ditentukan, dan struktur
tata-kelola pemerintah yang baik untuk mengawasi proses liberalisasi pasar energi. 

Bahkan setelah reformasi berjalan sukses sekalipun, subsidi akan terus menjadi kebijakan politik yang
populer pada masa tingginya harga minyak, dan tentunya kebijakan yang bisa mendapatkan suara
masyarakat amat menggoda bagi kalangan politisi. Pemerintah Indonesia harus menciptakan suatu
rencana mengenai cara menolong masyarakat yang rentan tanpa harus menerapkan subsidi, melalui
kebijakan seperti pemberian BLT kepada golongan masyarakat yang berhak menerimanya. Masyarakat
Indonesia akan memerlukan waktu untuk beradaptasi dengan pasar energi yang diliberalisasi, namun
masyarakat juga akan mendapat manfaat dari proses ini melalui penguatan sistem perekonomian, serta
lebih banyaknya jumlah bantuan yang dapat diberikan kepada rakyat miskin, yang, pada akhirnya, akan
menghasilkan standar hidup yang lebih tinggi bagi semua pihak.
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4. Catatan Kaki
1 LKPP: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat; APBN: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; APBN-P:
Anggaran Pendapatan Belanja Negara-Perubahan

2 Sebelum 15 Januari 2009, harga bensin (Premium) ditetapkan pada Rp. 5.000/liter dan minyak diesel
(Solar) pada Rp. 4.800/liter. Sejak 15 Januari 2009 dan seterusnya, Keputusan Menteri Energi dan
Sumber Daya Mineral No. 16/2008 menetapkan harga Premium dan Solar pada Rp. 4.500. Untuk daftar
harga minyak pada 2009 lihat situs: http://www.esdm.go.id/publikasi/harga-energi/harga-bbm-
dalam-negeri/doc_download/909-harga-bbm-dalam-negeri-2009.html

3 Untuk memudahkan pemahaman pembaca, selanjutnya gas minyak bumi yang dicairkan (LPG) akan
disebut sebagai elpiji dalam buku Panduan ini. 

4 Kecuali dinyatakan berbeda, maka tingkat nilai tukar yang digunakan dalam panduan ini adalah
(www.oanda.com):
2005: Rp. 1 = AS$ 0.00010; AS$ 1 = Rp. 9627.81074
2006: Rp. 1 = AS$ 0.00011; AS$ 1 = Rp. 9117.55864
2007: Rp. 1 = AS$ 0.00011; AS$ 1 = Rp. 9213. 27757
2008: Rp. 1 = AS$ 0.00010; AS$ 1 = Rp. 10514.17362
2009: Rp. 1 = AS$ 0.00010; AS$ 1 = Rp. 9552.43458
2010: Rp. 1 = AS$ 0.00011; AS$ 1 = Rp. 8916.28347
2011: Rp. 1 = AS$ 0.00011; AS$ 1 = Rp. 8533.64 (sesuai nilai tukar pada 1 Juni 2011)

5 Formula harga batu bara Indonesia merujuk pada dua Indeks Batu bara Indonesia, yakni ICI dan Platts,
dan dua Indeks Australia: NEX dan Global Coal (GC). Keempat harga indeks tersebut rata-rata berada
pada nilai kalor yang sama untuk mendapatkan Harga Batu bara Referensi (Reference Coal Price).
Harga ini kemudian akan digunakan sebagai harga referensi untuk setiap tambang batu bara.

6 Bagian ini mengutip dari makalah OECD yang ditulis oleh Mourougane (2010).

7 Kementerian ESDM memperkirakan bahwa pengeluaran  untuk subsidi listrik pada 2010 mencapai Rp.
62,8 milyar, sekitar Rp. 5,2 trilyun lebih besar dari proyeksi Kementerian Keuangan. Akan tetapi, subsidi
yang sesungguhnya  hanya dapat diketahui setelah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit
dan analisis terhadap pengeluaran pemerintah. Untuk informasi lebih detil lihat the Jakarta Post (2011h). 
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